



A. Latar Belakang 
Sebuah kota bahkan provinsi tidak akan mungkin berkembang dan maju 
tanpa adanya pembangunan jalan. Jalan adalah infrastruktur utama yang menjadi 
faktor penting penggerak seluruh kegiatan masyarakat. Salah satu provinsi di 
Indonesia yang dapat dikatakan maju ialah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
Berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No.171 Tahun 2007, Jakarta memiliki luas 
sekitar 662,33 km2 (lautan: 6.977,5 km²). Pertambahan penduduk di DKI Jakarta 
yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2006 sampai tahun 2012, dimana 
pada tahun 2012 jumlah penduduk DKI Jakarta mencapai 9.932.063 jiwa 
(BPLHD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012). Jakarta merupakan salah satu 
provinsi dengan jumlah penduduk yang besar. Selain jumlah penduduk yang 
besar, Jakarta merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup 
pesat. Perekonomian Jakarta ditunjang oleh sektor perdagangan, jasa, properti, 
dan keuangan. 
Pada tahun 2013, menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI 
Jakarta, pendapatan per kapita masyarakat Jakarta sebesar 126,12 juta rupiah atau 
meningkat 12,7 persen dibanding tahun 2012 sebesar 111,91 juta rupiah. Dengan 
pendapatan per kapita masyarakat Jakarta yang tinggi, menyebabkan tingkat 
konsumsi masyarakat menjadi tinggi. Tingkat konsumsi masyarakat Jakarta yang 
tinggi dapat dilihat dari pembelian kendaraan baik mobil maupun motor oleh 
masyarakat Jakarta yang tidak terbatas. Masyarakat Jakarta khususnya kalangan 
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menengah keatas dapat membeli dua (2) atau lebih mobil, selain itu masyarakat 
kalangan menengah keatas di Jakarta juga mampu untuk membeli sepeda motor 
yang jumlahnya dapat melebihi jumlah mobil yang dimiliki.  
Berdasarkan data kendaraan yang tercatat di Subdit Regident Ditlantas 
Polda Metro Jaya, jumlah kendaraan di Jakarta tahun 2012 mencapai 
14.618.313 unit. Dari angka tersebut, 10.825.973 unit di antaranya adalah 
motor, 2.742.414 mobil, 358.895 mobil penumpang, 561.918 mobil 
barang, dan 129.113 kendaraan khusus. Sementara di tahun 2013 dari 
Januari hingga 21 Desember, jumlah kendaraan di Jakarta dan sekitarnya 
mencapai 16.043.689 unit. Dengan perincian 11.929.103 unit motor, 
3.003.499 mobil, 360.022 bus, 617.635 mobil barang dan 133.430 
kendaraan khusus. Jumlah total kendaraan di tahun 2012 ke 2013 trend 
peningkatannya mencapai 9,8 persen (R Amelia, 2014).  
Lebih lanjut Menurut Kasubdit Registrasi dan Identifikasi Kendaraan 
(Regident) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Latif Usman yang 
dikutip oleh Detikcom,  
“Peningkatan jumlah kendaraan dari tahun ke tahun dipengaruhi banyak 
faktor. Salah satunya daya beli masyarakat yang semakin tinggi, juga 
faktor politik dan ekonomi juga mempengaruhi peningkatan jumlah 
kendaraan”. “Dalam satu hari, kita mengeluarkan Surat Tanda Nomor 
Kendaraan (STNK) itu untuk motor rata-rata 4 ribu unit dan mobil seribu 
unit,” sambungnya. (R Amelia, 2014). 
 
 Hal ini menunjukan bahwa tingkat konsumsi masyarakat dalam hal 
pembelian kendaraan pribadi baik mobil maupun motor tinggi dimana dalam 
seharinya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang keluar mencapai lima (5) 
ribu dan tiap tahunnya terjadi peningkatan. Menurut Sukarto (2006:25), 
meningkatnya jumlah kendaraan bermotor bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu 
semakin banyaknya produksi kendaraan bermotor (oleh industri kendaraan 
bermotor), dan semakin tidak mencukupi, tidak nyaman dan tidak amannya 
angkutan bis kota. Namun patut disayangkan, jumlah jalan tidak sebanding 
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dengan meningkatnya jumlah kendaraan. Hal ini disebabkan jumlah manusia 
semakin bertambah sehingga otomatis yang melakukan mobilitas pun ikut 
bertambah. Sedangkan di sisi lain, harga kendaraan semakin murah sehingga 
banyak masyarakat yang mampu untuk membeli kendaraan dengan alasan bahwa 
kendaraan bukan lagi kebutuhan tersier, melainkan sudah memasuki kategori 
kebutuhan primer. 
Dikarenakan pola perilaku hidup konsumtif yang tinggi dari masyarakat 
Jakarta ini, mengakibatkan Jakarta menjadi kota yang sangat padat pada saat 
menjalani aktifitas sehari-hari. Hal ini disebabkan salah satunya karena 
masyarakat Jakarta terutama kalangan menengah keatas lebih memilih kendaraan 
pribadi untuk melakukan aktifitasnya. Dengan pola pikir masyarakat Jakarta yang 
enggan menggunakan angkutan umum ini menjadikan salah satu penyebab dari 
masalah kemacetan yang dialami Jakarta. Namun bukan tanpa alasan masyarakat 
Jakarta enggan menggunakan angkutan umum. Angkutan umum di Jakarta banyak 
sudah dalam kondisi memprihatinkan yang dapat membahayakan keamanan dan 
kenyamanan untuk penumpang. Kondisi ini mendorong masyarakat lebih memilih 
untuk memiliki kendaraan pribadi. 
Di DKI Jakarta, tersedia jaringan jalan raya dan jalan tol yang melayani 







Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat, adanya peningkatan 
pertumbuhan kendaraan setiap tahun. Angka peningkatannya terbilang 
cukup besar dan semakin membuat jarak antara jumlah jalan dengan 
pertumbuhan kendaraan. Saat ini pertumbuhan jalan hanya 0,01 persen 
per tahun sedangkan pertumbuhan kendaraan meningkat 24 persen tiap 
tahunnya. Lebih lanjut, berdasarkan data yang dimiliki Polda Metro Jaya, 
panjang jalan di Jakarta hanya 7.650 kilometer dan luas jalan 40,1 
kilometer atau 6,2 persen dari luas wilayah DKI (Syarif, 2013). 
Tingkat pertumbuhan jalan dengan tingkat pertumbuhan kendaraan tidak 
sebanding, maka hal ini menyebabkan antrean panjang (macet) di jalan-jalan di 
Ibu Kota. Di Jakarta terdapat kawasan atau daerah yang menjadi titik rawan 
kemacetan.  
Menurut data dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, 
terdapat 46 kawasan di kawasan dengan total 100 titik simpang rawan macet 
di Jakarta, dimana 8 (delapan) kawasan di antaranya memiliki lebih dari 4 
(empat) titik simpang rawan (Kawasan Ancol/Gunung Sahari, 
Jatibaru/Tanah Abang, Kalimalang, Mampang/Buncit, Pasar Minggu, 
Pondok Indah, Pulo Gadung, dan Tambora). Tingkat keparahan pada 8 
(delapan) kawasan ini dua kali lipat lebih tinggi dari kawasan-kawasan 
lainnya (Kementerian Pekerjaan Umum, 2009). 
 Sebagai salah satu kota metropolitan dunia, Jakarta telah memiliki 
infrastruktur berupa jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih, gas, bandara, dan 
pelabuhan. Selain jalan protokol, jalan ekonomi, dan jalan lingkungan, Jakarta 
juga didukung oleh jaringan Jalan Tol Lingkar Dalam, Jalan Tol Lingkar 
Luar, Jalan Tol Jagorawi, dan Jalan Tol Ulujami-Serpong. Untuk ke kota-kota lain 
di Pulau Jawa, Jakarta terhubung dengan Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang 
bersambung dengan Jalan Tol Cipularang. Untuk ke Pulau Sumatera, tersedia ruas 
Jalan Tol Jakarta-Merak yang kemudian dilanjutkan dengan layanan 
penyeberangan dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni.  
Untuk melayani mobilitas penduduk Jakarta, pemerintah menyediakan 
sarana berupa transportasi, yaitu bus Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) 
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dan bus Transjakarta. Transportasi merupakan usaha memindahkan, 
menggerakkan, mengangkut atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke 
tempat lain dimana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat 
berguna untuk tujuan-tujuan tertentu (Miro, 2005). Selain itu terdapat pula bus 
kota yang dikelola oleh pihak swasta, seperti Mayasari Bhakti, Metro Mini, 
Kopaja, dan Bianglala. Bus-bus ini melayani rute yang menghubungkan terminal-
terminal dalam kota, antara lain Pulogadung, Kampung Rambutan, Blok M, 
Kalideres, Grogol, Tanjung Priok, Lebak Bulus, Rawamangun, dan Kampung 
Melayu. Untuk angkutan lingkungan, terdapat angkutan kota seperti Mikrolet dan 
Koperasi Wahana Kalpika (KWK), dengan rute dari terminal ke lingkungan 
sekitar terminal. Kemudian ada pula ojek, bajaj, dan bemo untuk angkutan jarak 
pendek. 
Selain itu juga tersedia layanan kereta api yang berangkat dari enam stasiun 
pemberangkatan di Jakarta serta kereta Commuter Line (CL) atau yang umum 
dikenal dengan KRL yang melayani masyarakat dari dan menuju Jakarta di 
wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta juga telah memulai pembangunan kereta bawah tanah 
(subway) pada 2013 lalu, dimana dananya diperoleh dari pinjaman lunak negara 
Jepang. Subway jalur Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia sepanjang 
15 km ditargetkan beroperasi pada 2017. Jalur kereta monorel juga sedang 
dibangun untuk melayani jalur Semanggi-Roxy yang dibiayai swasta dan jalur 
Kuningan-Cawang-Bekasi-Bandara Soekarno Hatta yang dibiayai pemerintah 
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pusat. Selain itu, saat ini sedang diformulasikan pembangunan jalur kereta api dari 
Manggarai menuju Bandara Soekarno-Hatta. 
Seluruh fasilitas baik prasarana dan sarana yang disediakan oleh Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta yang berupa infrastruktur jalan dan angkutan moda 
transportasi umum masih belum dapat mengatasi masalah klasik di Jakarta ini. 
Masalah kemacetan merupakan salah satu masalah klasik selain banjir yang 
dihadapi oleh setiap Gubernur DKI Jakarta. Masalah ini seakan tidak akan pernah 
selesai sampai kapanpun jika kita melihat perkembangan yang terjadi di lapangan. 
Kemacetan di Jakarta sudah menjadi pandangan umum. Dari tahun ke tahun, 
persoalan kemacetan menjadi pembicaraan setiap orang.  Kemacetan di Jakarta 
semakin parah ketika musim penghujan tiba. Genangan air atau bahkan banjir di 
beberapa wilayah akan memperparah kemacetan karena laju kendaraan semakin 
melamban atau bahkan stagnan. Kemacetan di Jakarta seolah menjadi persoalan 
abadi tanpa ada solusi yang tepat. Banyak yang menganalisis tentang penyebab 
dari kemacetan.  Selain genangan atau banjir, persoalan tidak memadai angkutan 
umum, makin banyaknya kendaraan di Jakarta, minimnya pertumbuhan panjang 
jalan, atau ketidakdisiplinan para pengguna jalan selalu menjadi buntut dari 
pembahasan kemacetan di Jakarta. 
Kemacetan adalah kondisi dimana arus lalu lintas yang lewat pada ruas jalan 
melebihi kapasitas jalan tersebut yang mengakibatkan kecepatan bebas ruas jalan 
tersebut mendekati 0 km/jam sehingga menyebabkan terjadinya antrian. Jika arus 
lalu lintas mendekati kapasitas, kemacetan mulai terjadi. Kemacetan semakin 
meningkat apabila arus begitu besarnya sehingga kendaraan sangat berdekatan 
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satu sama lain. Kemacetan total apabila kendaraan harus berhenti atau bergerak 
lambat (Tamin dalam Setiadji, 2006). Lalu-lintas tergantung kepada kapasitas 
jalan, banyaknya lalu-lintas yang ingin bergerak, tetapi kalau kapasitas jalan tidak 
dapat menampung, maka lalu-lintas yang ada akan terhambat dan akan mengalir 
sesuai dengan kapasitas jaringan jalan maksimum (Sinulingga dalam Setiadji, 
2006). Memang kepadatan jumlah kendaraan tidak semerta-merta menjadi faktor 
penentu dari kemacetan, karena faktor penyebab kemacetan dapat dihitung dengan 
cara matematis dan mengaitkan banyak faktor lain seperti tata guna lahan, sistem 
transportasi dan lain-lain. Namun apabila berdasarkan penglihatan masyarakat 
awam, jumlah kendaraan lebih mudah dijadikan permasalahan dari kemacetan.  
Oleh karena itu dibutuhkan alat transportasi umum yang handal dan 
berkualitas guna mengurangi kemacetan. Menurut Nasution dalam Pratikno 
(2006), kegiatan pengangkutan selalu melibatkan banyak lembaga karena fungsi 
dan peranan masing – masing tidak mungkin seluruhnya ditangani oleh satu 
lembaga saja. Karena demikian banyak pihak dan lembaga yang bersangkut paut, 
maka diperlukan suatu sistem untuk menangani masalah pengangkutan. 
Transportasi yang handal dan berkualitas tidak dapat terlepas dari sistem dan 
manajemen transportasi yang baik. Sistem transportasi terdiri atas Sub Sistem 
Prasarana, Sub Sistem Sarana, Sub Sistem Kegiatan, dan Sub Sistem Pergerakan 
(travel, movement, trip) yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem 
transportasi (Sukarto, 2006:26). Kemudian manajemen transportasi adalah sebagai 
usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan penghasilan jasa 
angkutan oleh perusahaan angkutan sedemikian rupa, sehingga dengan tarif yang 
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berlaku dapat memenuhi kepentingan umum (Sarana, 2009:9). Pada umumnya 
manajemen transportasi menghadapi tiga tugas utama (Nasution, 1996:30): 
1. Menyusun rencana dan program untuk mencapai tujuan dan misi 
organisasi secara keseluruhan. 
2. Meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan 
3. Dampak social dan tanggung jawab sosial dalam mengoperasikan 
angkutan kota. 
Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta untuk 
mengatasi semakin tingginya tingkat kemacetan ialah membuat sarana 
transportasi massal bagi penduduk Jakarta guna mengurangi kemacetan yang ada. 
Transportasi massal yang dipilih oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk 
mengurangi kemacetan ialah Bus Transjakarta. Bus Transjakarta merupakan hasil 
kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang terdahulu, yakni Sutiyoso. Dasar hukum 
yang melandasi Bus Priority (Bus Transjakarta) adalah SK Gubernur Provinsi 
DKI Jakarta Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Penetapan Pola Transportasi Makro 
di Provinsi DKI Jakarta, yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Gubernur 
Provinsi DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pola Transportasi 
Makro. Didalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 
2007 Pasal 6 ayat (1) dijelaskan: Untuk pelaksanaan pengembangan sistem 
angkutan umum massal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b 
terdiri dari: 





Sesuai dengan yang tertulis pada Pasal 6 ayat (1) di atas, Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem angkutan 
umum massal yang terdiri atas, Jaringan Bus Priority, Light Rapid Transit (LRT), 
dan Mass Rapid Transit (MRT). Untuk itu, maka Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta menyediakan transportasi massal berupa bus Transjakarta. Dalam 
teknologi Urban Mass Transit System (UMTS), Bus Priority (Bus Transjakarta) 
disebut dengan Bus Rapid Transit (BRT) yang merupakan bus besar dan trolley 
bus yang beroperasi di jalan raya yang pengoperasiannya pada lintasan khusus 
(busways) (Dagun dkk, 2006:63). Hal ini senada dengan yang tertuang didalam  
Peraturan Gubernur (PerGub) Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pola Transportasi 
Makro dalam Pasal 1 Poin 13 Bus Rapid Transit yang selanjutnya disebut Bus 
Priority adalah angkutan umum massal cepat dengan menggunakan bus pada jalur 
khusus. 
Bus Transjakarta atau umum disebut Busway adalah sebuah sistem 
transportasi bus cepat atau Bus Rapid Transit di Jakarta. Sistem ini dimodelkan 
berdasarkan sistem TransMilenio yang sukses di Bogota, Kolombia. Perencanaan 
Busway telah dimulai sejak tahun 1997 oleh konsultan dari Inggris. Pada waktu 
itu direncanakan bus berjalan berlawanan dengan arus lalu-lintas (contra flow) 
supaya jalur tidak diserobot kendaraan lain, namun dibatalkan dengan 
pertimbangan keselamatan lalu-lintas (Dagun dkk, 2006). Meskipun Busway di 
Jakarta meniru negara lain (Kolombia, Jepang, Australia), namun busway di 
Jakarta memiliki jalur yang terpanjang dan terbanyak. Saat ini Transjakarta 
melayani 12 koridor yang tersebar diseluruh penjuru Jakarta. 
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Bus Transjakarta memulai operasinya pada 15 Januari 2004 dengan tujuan 
memberikan jasa angkutan yang lebih cepat, nyaman, namun terjangkau bagi 
warga Jakarta, sekaligus upaya mengurangi jumlah pemakaian kendaraan 
bermotor di Jakarta. Untuk mencapai hal tersebut, bus ini diberikan lajur khusus 
di jalan-jalan yang menjadi bagian dari rutenya dan lajur tersebut tidak boleh 
dilewati kendaraan lainnya (termasuk bus umum selain Transjakarta). Agar 
terjangkau oleh masyarakat, maka harga tiket disubsidi oleh pemerintah daerah. 
Transjakarta diharapkan menjadi solusi terhadap kondisi kritis lalu lintas Jakarta. 
Pada pengoperasiannya dahulu, Transjakarta dikelola oleh Badan Layanan 
Umum (BLU) yang berada di bawah pengawasan Dinas Perhubungan Pemerintah 
Propinsi DKI Jakarta. BLU Transjakarta bertanggung jawab untuk mengelola 
Busway yang meliputi perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan. Sebagai 
„pelayan umum‟ maka pengelolaan bus Transjakarta busway ditekankan pada 
pemberian akses dan kemudahan kepada masyarakat yang berarti bahwa unsur 
keterjangkauan menjadi penting dan hal ini mempunyai implikasi terhadap 
orientasi pengelolaan, sehingga basis subsidi atau sustainability merupakan 
orientasi yang harus dipilih oleh BLU Transjakarta Busway (Setyawan, 2012:6). 
Namun pada tahun ini dikeluarkannya Perda tentang BUMD Transjakarta maka 
pengelola Transjakarta berubah menjadi PT. Transjakarta, tetapi sampai saat ini 
pengelola bus Transjakarta busway masih dipegang oleh Unit Pengelola 
Transjakarta Busway. 
Setelah sepuluh (10) tahun sejak dioperasikan, kinerja Transjakarta Busway 
dirasakan masih jauh dari ekspektasi masyarakat Jakarta. Secara garis besar, 
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dilihat dari input, proses, output, outcome, dan kinerja dari kebijakan Transjakarta 
Busway, Transjakarta Busway memiliki berbagai masalah, diantaranya yaitu 
infrastruktur pendukung seperti separator di beberapa koridor dan sterilisasi 
busway yang masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya 
pengendara lain yang tidak taat peraturan dengan memasuki jalur bus 
Transjakarta. Sehingga menyebabkan Transjakarta Busway ikut mengantri 
padahal semestinya kendaraan selain Transjakarta Busway  tidak boleh masuk 
busway karena Transjakarta Busway merupakan bus priority yang memiliki jalur 
khusus sendiri. Selain itu, kendaraan-kendaraan tersebut menyebabkan frekuensi 
kedatangan (headway) Transjakarta busway menjadi lama. Tidak hanya itu, 
adanya kendaraan selain Transjakarta Busway yang masuk jalur bus Transjakarta 
menyebabkan rawan kecelakaan pada jalur bus Transjakarta. 
“Berdasarkan Data Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta 
menyebutkan, jumlah kasus kecelakaan di jalur Transjakarta setiap tahun 
terus meningkat. Buruknya infrastruktur pendukung dan minimnya 
kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan sebagai penyebab utama. 
Kasus kecelakaan 2013 cenderung naik dibanding tahun 2012. 
Berdasarkan data Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta, 
kecelakaan di jalur Tranjakarta selama tahun 2012 sebanyak 373 kasus. 
Tahun 2013, kecelakaan yang melibatkan Transjakarta mencapai 574 
kasus (Hilal, 2013).” 
Masalah lain pada Transjakarta Busway yaitu kekurangan armada yang 
digunakan untuk melayani para penumpang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah bus 
Transjakarta busway sampai akhir  tahun 2013 hanya sebanyak 669 armada yang 
beroperasi, baru pada awal 2014 armada bus ditambah 684 sehingga jumlah bus 
mencapai 1.353 bus (Yudhistira, 2013). Namun jumlah armada yang tersedia 
tidak sebanding dengan jumlah penumpang yang ada. 
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Berdasarkan data dari Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta jumlah 
penumpang pada tahun 2013 perharinya mencapai 320.000 orang, jika 
ditotal dalam setahun jumlah penumpang pada tahun 2013 sebanyak 
116.800.000 orang. Karena armada bus yang disediakan terbatas 
menyebabkan kapasitas penumpang yang diangkut sedikit, sehingga 
terjadi penumpukan penumpang di beberapa halte yang menjadi tempat 
keramaian (Berita Satu, 2013).  
Terjadinya penumpukan penumpang di beberapa halte tersebut,  menyebabkan 
kondisi halte menjadi kotor dan kumuh. Dampaknya, halte bus Transjakarta 
menjadi rusak karena tidak dijaga dengan baik oleh penumpang maupun 
petugasnya. 
Kebijakan bus Transjakarta sangat penting untuk dilakukan evaluasi. Karena 
salah satu penyebab kemacetan yaitu karena evaluasi kebijakan yang tidak baik. 
Bus Transjakarta masih banyak membutuhkan banyak perbaikan dibanyak aspek 
untuk menjadikan solusi untuk mengurangi kemacetan di DKI Jakarta. Yunita 
dalam Gunawan dan Kusnandar (2011) menyarankan empat bidang perbaikan 
meliputi panjangnya antrian, kurangnya informasi yang relevan, frekuensi bus 
yang tidak mencukupi, dan keadaan terminal-terminal bus. Lebih lanjut, 
Prayudyanto dan Tamin dalam Gunawan dan Kusnandar (2011) mengidentifikasi 
bahwa moda transportasi utama di masyarakat Indonesia sangatlah potensial 
berubah. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi pada kebijakan transportasi 
Transjakarta Busway ini. Evaluasi kebijakan dilakukan pada tahap input, proses, 





Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan, peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “EVALUASI KEBIJAKAN 
POLA TRANSPORTASI MAKRO DALAM RANGKA MENGURANGI 
KEMACETAN DI DKI JAKARTA” (Studi tentang Bus Transjakarta 
Busway Koridor 1 dan Koridor 3). 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah Evaluasi Paska Pelaksanaan (ex post) pada Kebijakan Pola 
Transportasi Makro berupa Bus Transjakarta Busway dalam Rangka 
Mengurangi Kemacetan di  DKI Jakarta? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Evaluasi Paska 
Pelaksanaan (ex post) pada Kebijakan Pola Transportasi Makro berupa 
Bus Transjakarta dalam Rangka Mengurangi Kemacetan di DKI Jakarta. 
 
D. Kontribusi Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, hasil penelitian 
ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut: 
1. Kontribusi Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa 
masukan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait kebijakan 
pengadaan transportasi massal. 
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2. Kontribusi Akademis 
Hasil penelitian ini diharapkan  mampu menjadi bahan pertimbangan dan 
referensi bagi civitas akademika mengenai evaluasi kebijakan pengadaan 
transportasi massal oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, hasil 
penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan 
wawasan dalam rangka pengembangan Ilmu Administrasi Publik 
khususnya dalam Ilmu Kebijakan Publik. 
 
E. Sistematika Pembahasan 
Untuk memperoleh ganbaran yang jelas secara singkat mengenai isi dari 
tulisan ini, maka penulis membagi atas lima bab. Adapun sistematikanya sebagai 
berikut: 
Bab I: Pendahuluan 
Pada bab ini, menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 
Penelitian, Manfaat dan Kontribusi Penelitian terhadap pelaksaan bus 
Transjakarta dalam Kebijakan Pola Transportasi Makro. Kemudian Sistematika 
Penulisan dijelaskan sebagai penutup bab ini. 
Bab II: Tinjauan Pustaka 
Bab II mengkaji teori atau pendapat pendahulu tentang Konsep Administrasi, 
Kebijakan Publik dan Sistem Transportasi. Konsep Administrasi yang 
dimaksud melingkupi Administrasi Publik dan Manajemen Transportasi dalam 
Administrasi Publik. Kemudian kebijakan publik memberikan pemaparan 
definisi Kebijakan Publik, Proses Kebijakan Publik, Evaluasi Kebijakan 
Publik, dan Kebijakan Transportasi di Indonesia. Terakhir, Teori Sistem 
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Transportasi memaparkan definisi sistem transportasi, konsep permintaan jasa 
transportasi, konsep sistem Bus Rapid Transit (BRT), dan konsep kemacetan. 
Bab III: Metode Penelitian 
Bab ini menguraikan tentang Pendekatan dan Jenis Penelitian, Fokus 
Penelitian, Lokasi dan Situs Penelitian, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan 
Data dan Analisis Data. Kedepannya, rancangan dan gambaran ini akan 
menjadi pedoman atau acuan dalam melakukan penelitian. 
Bab IV: Hasil dan Pembahasan 
Bab ini memberikan pemaparan Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian, 
Kajian Data hasil Penelitian serta Analisis Data Penelitian, yang menjadi inti 
utama dari penulisan skripsi ini. Penyajian data disesuaikan dengan fokus yang 
tertera pada bab tiga, kemudian analisis data fokus penelitian tersebut adalah 
evaluasi paska pelaksanaan (ex post) pada Kebijakan Pola Transportasi 
Makro di DKI Jakarta berupa bus Transjakarta.  
Bab V: Penutup 
Sebagai bagian akhir dari penelitian ini, maka pada bab ini menguraikan poin-
poin kesimpulan dan saran dari peneliti. Kesimpulan dan saran diuraikan 
berdasarkan hasil analisa penelitian. 
